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Sumbawa Besar, GaungNUSRA
Warga Bukit Permai, berhasil mengungkap

dugaan kasus pencurian yang meresahkan
lingkungan mereka, setelah maraknya laporan
rumah kemalingan menjelang Hari Raya
Idulfitri. Seorang pria berinisial KM (44), kini
diamankan aparat kepolisian untuk proses
hukum lebih lanjut.

Penangkapan KM dilakukan di
kediamannya, Selasa (24/3) malam.
Pengungkapan kasus ini bermula dari

kecurigaan warga terhadap seorang pria
berinisial Y yang berusaha menjual barang,
berupa mixer dan mikrofon dengan asal-usul
yang tidak jelas.

Kecurigaan tersebut tidak terlepas dari
meningkatnya kasus pencurian yang menyasar
rumah warga di kawasan Bukit Permai. Warga
kemudian berinisiatif mengamankan barang
tersebut dan melakukan penelusuran untuk
memastikan kepemilikannya.

Sumbawa Besar, GaungNUSRA
Isu penundaan pelaksanaan ibadah

haji tahun ini mencuat di tengah
masyarakat, seiring memanasnya
situasi geopolitik di kawasan Timur
Tengah. Kekhawatiran muncul
terutama terkait konflik yang
melibatkan Iran dan Amerika Serikat,
yang berpotensi berdampak pada
keamanan jalur penerbangan jemaah.

Isu Penundaan Haji,
Kemenhaj Siapkan
Tiga Skenario

Sumbawa Besar, GaungNUSRA
Aksi percobaan pencurian terjadi di

Pasar Seketeng, Kelurahan Seketeng,
Selasa (24/3) pagi. Seorang ibu rumah
tangga berinisial H (34) diamankan
petugas setelah diduga mencoba mencuri
tas milik pedagang ikan.

Peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul
08.30 Wita saat korban, SJ (25), tengah
melayani pembeli di lapaknya. Dalam
kondisi sibuk, korban diduga menjadi
sasaran pelaku yang berpura-pura
sebagai pembeli.

Kapolres melalui Kasi Humas Polres
Sumbawa, Ipda Mulyawansyah SH saat
dikonfirmasi Rabu (25/3), membenarkan
kejadian tersebut. Ia menjelaskan, pelaku
memanfaatkan kelengahan korban untuk
mengambil tas yang diletakkan di
samping lapak.

Namun, aksi itu segera diketahui
korban yang menyadari tasnya
berpindah. Korban kemudian berteriak
meminta bantuan, sehingga menarik

NYOPET -- IRT terduga pelaku copet berinisial H (kanan), saat diamankan di Kantor UPT Pasar
Seketeng setelah kedapatan beraksi.

Warga Bukit Permai
Bongkar Kasus Pencurian
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Sumbawa Besar, GaungNUSRA
Bupati Sumbawa, Ir H

Syarafuddin Jarot MP, menyoroti
kinerja layanan Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan
(Arpusda), dalam inspeksi
mendadak (sidak) hari pertama
kerja pasca libur Idulfitri 1447
Hijriah, Rabu (25/6). Bupati

meninta OPD tersebut
meningkatkan kualitas
pelayanan, karena minimnya
minat masyarakat.

Sidak yang dilakukan bersama
Sekretaris Daerah dan Asisten
Administrasi Umum tersebut,
menyasar sejumlah organisasi
perangkat daerah (OPD) guna

memastikan pelayanan publik
kembali berjalan normal. Secara
umum, Bupati Sumbawa menilai
aktivitas pelayanan di berbagai
OPD telah berlangsung baik.

Namun demikian, perhatian
khusus diberikan pada Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan
yang dinilai masih perlu

Pusat Alokasikan Rp 135 Miliar untuk Proyek Pertanian Sumbawa
Sumbawa Besar, GaungNusra

Pemerintah Pusat melalui
Kementerian Pertanian,
mengalokasikan anggaran lebih
dari Rp 135 miliar, untuk
mendukung enam paket proyek
strategis pertanian di Kabupaten
Sumbawa pada tahun anggaran
2026. Langkah ini merupakan hasil
komunikasi intensif dan lobi yang
dilakukan Bupati Sumbawa, Ir H
Syarafuddin Jarot MP, bersama
jajaran pemerintah daerah, demi
memastikan keberlanjutan
pembangunan sektor pertanian di
wilayah Tana Samawa.

Kepala Dinas Pertanian
Kabupaten Sumbawa, Ir Ni
Wayan Rusnawati MSi, Selasa
(24/3) mengungkapkan, alokasi
ini ditujukan untuk enam program
strategis yang meliputi
optimalisasi lahan (Oplah), cetak
sawah baru, irigasi perpompaan,
irigasi perpipaan, pembangunan
konservasi berupa cekdam, dan
program Upland. Seluruh
kegiatan proyek berada di bawah
kendali langsung Kementerian
Pertanian, dengan koordinasi
bersama Pemprov NTB dan Uni-

versitas Mataram untuk aspek
desain teknis dan supervisi
pelaksanaan.

“Enam proyek ini merupakan
prioritas nasional yang sengaja
ditempatkan di Sumbawa karena
potensi pertanian yang besar dan
kebutuhan untuk meningkatkan

produktivitas lahan,” jelas
Wayan.

Rincian anggaran yang
terserap pada masing-masing
proyek, menurut Kabid Prasarana
Dinas Pertanian Sumbawa,
Khaeruddin SP, antara lain: pro-
gram optimalisasi lahan seluas

2.000 hektare dengan alokasi Rp
9,2 miliar; cetak sawah baru 2.500
hektare menelan Rp 87,5 miliar;
irigasi perpompaan 150 unit Rp
22,95 miliar; irigasi perpipaan 19
unit Rp 1,786 miliar; bangunan
konservasi (cekdam) Rp 1,8
miliar; serta program Upland 2026
dengan luas 167 hektare pada 27
kelompok tani menyerap Rp 12,08
miliar. Program Upland juga
mencakup pengadaan bibit
bawang merah, pupuk organik,
pestisida nabati, dan alat serta
mesin pertanian (alsintan).

Menurut Wayan, langkah ini
tidak hanya meningkatkan
kapasitas lahan pertanian, tetapi
juga mendorong kesejahteraan
petani melalui optimalisasi
produksi pangan, diversifikasi
komoditas, dan penerapan
teknologi pertanian modern.

Dengan dukungan
anggaran dan koordinasi
lintas lembaga, pemerintah
berharap Sumbawa dapat
menjadi daerah agribisnis
unggulan di NTB, sekaligus
memperkuat ketahanan
pangan regional. (Gad)

meningkatkan kualitas layanan,
terutama dalam menarik minat
kunjungan masyarakat.

“Secara umum hampir semua
aktif, hanya saja pada layanan
perpustakaan dan kearsipan
masih perlu ditingkatkan karena
pengunjungnya belum ramai,”
ujar Bupati.

Menurutnya, rendahnya
tingkat kunjungan menjadi
indikator bahwa layanan yang
diberikan belum sepenuhnya op-
timal. Karena itu, diperlukan
inovasi dan pembenahan agar
fungsi perpustakaan sebagai
pusat literasi dan edukasi dapat
berjalan maksimal.

Bupati menekankan
pentingnya peran perpustakaan
dalam meningkatkan minat baca
masyarakat. Ia mendorong agar
Arpusda mampu menghadirkan
layanan yang lebih menarik,
adaptif, serta sesuai dengan
kebutuhan masyarakat saat ini.

Meski memberikan catatan,
Bupati tetap mengapresiasi
kinerja ASN di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Sumbawa
yang dinilai telah menunjukkan
kedisiplinan dan komitmen dalam
memberikan pelayanan kepada
masyarakat pascalibur panjang.

Pemerintah daerah, lanjutnya,
akan terus mendorong
peningkatan kualitas pelayanan
publik di seluruh OPD, termasuk
penguatan sektor literasi melalui
optimalisasi peran Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan.
(Gar/Hms)
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Sumbawa Besar, GaungNUSRA
Satker Pemprov NTB,

menyalurkan bantuan bagi
korban kebakaran di Desa
Kalimango Kecamatan Alas,
Selasa (24/3). Bantuan tersebut
merupakan bentuk kepedulian
pemerintah daerah terhadap
warga terdampak musibah yang
terjadi beberapa waktu lalu.

Penyaluran bantuan dilakukan
oleh perwakilan Pemerintah
Provinsi NTB yang terdiri dari
berbagai unsur, di antaranya
Kantor Cabang Dinas (KCD)
Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Sumbawa, Balai Jalan
Pulau Sumbawa, UPT Balai Jalan
Pulau Sumbawa, Samsat Provinsi
NTB Cabang Sumbawa,
Pengawas Ketenagakerjaan
Provinsi NTB, serta para kepala
SMA, SMK, dan SLB se-
Kabupaten Sumbawa. Kegiatan
ini turut didampingi oleh Kepala
Desa Juranalas, sebagai
penghubung dengan pemerintah
provinsi.

Kepala KCD Dikbud NTB
Cabang Sumbawa, Junaidi SPd
MPd, menjelaskan bahwa
bantuan yang disalurkan berasal
langsung dari Gubernur NTB.
Bantuan tersebut berupa uang
tunai sebesar Rp20 juta, 250 dus
mie instan, 150 dus air mineral, 50
dus pakaian layak pakai, serta
bantuan telur.

“Semoga bantuan ini dapat
bermanfaat dan meringankan
beban masyarakat yang
terdampak kebakaran. Ini bukan
bantuan pertama, melainkan awal,
dan ke depan akan ada bantuan

lanjutan dengan jumlah yang
lebih besar,” ujarnya.

Sementara itu, Camat Alas, Dr
Usman SE ME, menyampaikan
apresiasi dan terima kasih kepada
Satker Pemprov NTB, atas
perhatian yang diberikan kepada
masyarakat di wilayahnya. Ia
menilai bantuan tersebut sangat
membantu warga yang tengah
menghadapi kesulitan akibat
musibah kebakaran.

Ia juga mengungkapkan
bahwa pemerintah daerah telah

mengusulkan bantuan
rekonstruksi rumah warga yang
terbakar kepada Bupati Sumbawa,
yang selanjutnya diteruskan
kepada Gubernur NTB.
Menurutnya, Gubernur telah
melakukan koordinasi dengan
Kementerian Sosial RI terkait
rencana pembangunan kembali
rumah-rumah yang terdampak.

“Harapannya, proses
rekonstruksi dapat segera
terealisasi sehingga masyarakat
bisa kembali memiliki tempat

tinggal yang layak,” kata Usman.
Hal senada disampaikan

Kepala Desa Juranalas,
Hasanuddin. Ia mengapresiasi
bantuan yang diberikan dan
berharap adanya dukungan
lanjutan dari pemerintah provinsi.

“Atas nama masyarakat, kami
mengucapkan terima kasih
kepada Gubernur NTB. Bantuan
ini sangat berarti, dan kami
berharap akan ada bantuan
berikutnya yang lebih besar,”
ujarnya singkat. (Gag)

Armada Terbatas, Sampah Sumbawa Capai 200 Ton Perhari
Sumbawa Besar, GaungNUSRA

Dinas Lingkungan Hidup
(DLH) Kabupaten Sumbawa,
mencatat volume sampah harian
yang diangkut ke Tempat
Pembuangan Akhir (TPA)
Raberas mencapai 100 hingga 200
ton per hari. Namun, keterbatasan
armada pengangkut menjadi
kendala utama dalam optimalisasi
pelayanan persampahan.

Kepala DLH Sumbawa melalui
Kepala UPT Persampahan,
Yulhaidir SH, Rabu (25/3),
mengungkapkan bahwa hingga
saat ini pihaknya masih
kekurangan armada dump truck,
untuk menunjang operasional
pengangkutan sampah.

Menurutnya, UPT
Persampahan saat ini hanya
didukung 18 unit kendaraan
angkutan, terdiri dari dump truck
dan arm roll. Selain itu, tersedia
tiga unit alat berat berupa satu
excavator dan dua buldoser.
Namun hanya satu excavator
yang beroperasi, sementara dua

mencapai 100 sampai 200 ton per
hari. Selain itu, sekitar 20 hingga
30 ton sampah juga diangkut
secara mandiri oleh pihak
swasta,” ujarnya.

Ia menambahkan, volume
sampah meningkat signifikan
selama libur Lebaran.
Berdasarkan evaluasi selama dua
hari, jumlah sampah yang
terkumpul mencapai sekitar 360
ton. Petugas pun telah kembali
beroperasi sejak hari pertama
pascalibur untuk menangani
lonjakan tersebut.

Dengan tingginya volume
sampah, pihaknya berharap
adanya dukungan pemerintah
daerah untuk penambahan ar-
mada baru, guna meningkatkan
efektivitas pelayanan. Selain itu,
perbaikan sarana dan prasarana
juga dinilai mendesak. Mengingat
kondisi gudang, tempat parkir
kendaraan, serta sejumlah
bangunan di lingkungan UPT
Persampahan mengalami
kerusakan. (Gad)

lainnya mengalami kerusakan.
Disisi sumber daya manusia,

DLH mengandalkan 137 tenaga
kebersihan berstatus kontrak,
serta belasan pegawai negeri
sipil. Para petugas bekerja setiap
hari tanpa libur, kecuali pada hari
raya, dengan sistem kerja

bergiliran dalam dua hingga tiga
shift untuk setiap armada.

“Setiap hari petugas
melakukan pengangkutan
sampah dari sejumlah titik di
wilayah Kecamatan Sumbawa,
Unter Iwes, Moyo Hilir, hingga
Moyo Utara, dengan total volume
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Sumbawa Besar, GaungNUSRA
Aktivitas naik turun

penumpang angkutan umum di
luar Terminal Sumer Payung,
dinilai menjadi salah satu
penyebab sepinya operasional
terminal dalam beberapa tahun
terakhir. Untuk itu, pengelola ter-
minal berharap adanya dukungan
pemerintah daerah guna
menertibkan praktik tersebut,
khususnya pada armada travel
yang termasuk angkutan Antar
Kota Dalam Provinsi (AKDP).

Staf Terminal Sumer Payung,
Abdul Rahim, mengatakan
pihaknya mendorong agar

seluruh armada angkutan umum
menaikkan dan menurunkan
penumpang di dalam area termi-
nal. Hal ini penting untuk
mengoptimalkan fungsi terminal,
sekaligus meningkatkan
pelayanan kepada masyarakat.

“Pada dasarnya itu bukan
travel, melainkan angkutan
AKDP. Sesuai ketentuan,
seharusnya naik dan turun
penumpang dilakukan di termi-
nal,” ujarnya, Rabu (25/3).

Ia menjelaskan, ketentuan
tersebut telah diatur dalam
regulasi Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan (LLAJ), yang

Arus Mudik-Balik, Penumpang Terminal Sumer Payung Naik Tipis

mewajibkan kendaraan angkutan
umum berizin untuk beroperasi
melalui terminal resmi. Terminal
berfungsi sebagai titik
pengawasan, pengaturan, serta
pelayanan bagi penumpang dan
operator angkutan.

Dalam Undang-Undang
Nomor 22 Tahun 2009 tentang
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,
disebutkan bahwa
penyelenggaraan angkutan orang
dalam trayek wajib menggunakan
terminal sebagai tempat
pemberangkatan, pemberhentian,
dan pengendalian operasional
kendaraan umum. Aturan ini juga

yang memilih pulang lebih awal
sebelum masa puncak mudik,
serta penggunaan kendaraan
pribadi yang masih dominan saat
arus mudik.

Sebaliknya, pada arus balik,
sebagian besar pemudik kembali
menggunakan transportasi
umum, terutama bus. Sehingga,
terjadi peningkatan jumlah
penumpang di terminal.

Sumbawa Besar, GaungNUSRA
Arus mudik dan balik Idulfitri

di Terminal Sumer Payung
Kabupaten Sumbawa, tahun ini
tercatat mengalami peningkatan,
meski tidak signifikan. Kenaikan
jumlah penumpang berkisar
antara 1 hingga 7 persen
dibandingkan periode yang sama
pada 2025 lalu.

Staf Terminal Sumer Payung,
Abdul Rahim, mengatakan
peningkatan tersebut tidak terlalu
terlihat secara kasat mata di
lapangan, baik pada arus mudik
maupun arus balik. Namun,
berdasarkan data yang dihimpun,
tetap terjadi kenaikan jumlah
penumpang.

“Arus mudik hanya naik
sekitar satu persen dibanding
tahun lalu. Sementara arus balik
meningkat lebih tinggi, yakni
sekitar tujuh persen,” ujarnya,
Rabu (25/3). Ia menjelaskan,
peningkatan aktivitas di terminal
justru lebih terasa saat arus balik.
Hal ini disebabkan banyak warga

“Arus balik memang sedikit
lebih ramai. Kemungkinan
puncaknya terjadi dalam waktu
dekat,” katanya.

Meski terjadi peningkatan
jumlah penumpang, jelas Abdul
Rahim, kondisi tersebut belum
memerlukan penambahan armada.
Saat ini, operasional angkutan
masih mampu mengakomodasi
kebutuhan masyarakat.

Data terminal mencatat, setiap
hari terdapat maksimal 47 armada
bus Antar Kota Dalam Provinsi
(AKDP) yang masuk ke Terminal
Sumer Payung. Sementara
angkutan desa (angdes) hanya
berkisar belasan unit. Adapun
bus Antar Kota Antar Provinsi
(AKAP) sebagian besar hanya
melintas, dengan sekitar dua ar-
mada yang singgah di terminal.

Abdul Rahim menambahkan,
tren penggunaan angkutan umum
untuk mudik cenderung menurun
dalam beberapa tahun terakhir.
Kondisi ini diperkirakan telah
berlangsung selama sekitar empat
tahun, seiring meningkatnya
penggunaan kendaraan pribadi
oleh masyarakat.

Dengan kondisi tersebut,
pihak terminal memastikan
pelayanan tetap berjalan optimal,
tanpa penambahan armada.
Meskipun, terjadi kenaikan
jumlah penumpang pada musim
mudik dan arus balik Idulfitri
tahun ini. (Gar)

diperkuat melalui berbagai
regulasi turunan yang mengatur
kewajiban penggunaan terminal
bagi angkutan AKDP maupun
AKAP.

Abdul Rahim menegaskan,
penertiban ini tidak berkaitan
dengan pungutan retribusi. Saat
ini, Terminal Sumer Payung
berada di bawah kewenangan
Kementerian Perhubungan,
sehingga tidak lagi
memberlakukan retribusi bagi
angkutan umum.

“Ini murni untuk pelayanan.
Fasilitas sudah tersedia,
termasuk loket penjualan tiket.
Tinggal bagaimana semua pihak
bisa memanfaatkan terminal
sebagaimana mestinya,” katanya.

Ia berharap Pemerintah
Kabupaten Sumbawa dapat turut
mengimbau para pemilik armada,
agar mematuhi aturan tersebut.
Sehingga seluruh aktivitas naik
turun penumpang, dapat terpusat
di terminal.

Menurutnya, optimalisasi
fungsi terminal juga penting
dalam rangka mendukung
rencana revitalisasi Terminal
Sumer Payung yang dijadwalkan
dalam dua tahun mendatang.
Dengan meningkatnya aktivitas,
keberadaan terminal diharapkan
kembali menjadi pusat
transportasi yang representatif
dan tertib.

“Kalau semua armada masuk
terminal, tentu akan lebih hidup
dan tertata. Ini juga penting
untuk mendukung rencana
pengembangan ke depan,”
pungkasnya. (Gar)
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Sumbawa Besar, GaungNUSRA
Sebanyak 566 narapidana di

Lembaga Pemasyarakatan Kelas
IIA Sumbawa Besar, menerima
Remisi Khusus dalam rangka
perayaan Idul Fitri 1447 Hijriah,
Sabtu (21/3). Pemberian remisi ini
menjadi bentuk apresiasi negara
bagi warga binaan yang
menunjukkan perubahan perilaku
positif, serta aktif mengikuti pro-
gram pembinaan selama menjalani
masa pidana.

Penyerahan remisi dilakukan
secara simbolis oleh Kalapas
Sumbawa Besar, Purniawal,
didampingi Kepala Seksi
Bimbingan Narapidana/Anak
Didik, Muhammad Setiadin.
Prosesi berlangsung seusai
pelaksanaan Shalat Idul Fitri di
Masjid At-Taubah di lingkungan
lapas. Suasana penuh syukur
menyelimuti para narapidana
yang menerima remisi, menandai
momen kebahagiaan di hari
kemenangan.

Kalapas Sumbawa, Purniawal
menegaskan, remisi diberikan
hanya kepada warga binaan yang
memenuhi syarat administratif
dan substantif sesuai ketentuan
berlaku. “Proses verifikasi
dilakukan ketat untuk
memastikan keadilan dan
transparansi. Remisi ini
diharapkan menjadi motivasi bagi
warga binaan agar terus
berperilaku baik dan mengikuti
seluruh program pembinaan,”
ujarnya.

Lebih lanjut, Purniawal
menekankan bahwa remisi juga
bertujuan menumbuhkan
kesadaran bagi narapidana. Agar

memperbaiki diri dan tidak
mengulangi kesalahan setelah
kembali ke masyarakat. “Remisi
bukan sekadar hak, tetapi bagian
dari proses pembinaan untuk
membentuk pribadi yang lebih
baik,” tambahnya.

Selain pemberian remisi, Lapas
Kelas IIA Sumbawa Besar
memfasilitasi layanan kunjungan
khusus Idul Fitri bagi warga
binaan. Kegiatan ini
memungkinkan mereka bertemu
keluarga, mempererat tali
silaturahmi, dan mendapat
dukungan moral. Suasana haru

Tiga Warga Binaan Beragama Hindu Terima Remisi Nyepi

dan bahagia tampak mewarnai
area kunjungan sejak pagi,
dengan pengaturan jadwal
bergelombang untuk menjaga
keamanan dan kenyamanan.

Menurut Purniawal,
pertemuan dengan keluarga
berdampak positif pada kondisi
psikologis narapidana. Dukungan
moral dari orang terkasih,
diharapkan meningkatkan
semangat mereka menjalani masa
pembinaan. Sekaligus
mempersiapkan reintegrasi sosial
setelah bebas. “Kami berupaya
memberikan pelayanan humanis

dan berorientasi pada
pembinaan, agar warga binaan
dapat menjalani masa pidana
dengan lebih bermakna dan
penuh harapan,” katanya.

Dengan pemberian remisi dan
layanan kunjungan ini, Lapas
Kelas IIA Sumbawa Besar
menegaskan komitmennya untuk
mendukung proses pembinaan
yang berkelanjutan. Serta
memperkuat hubungan
emosional antara narapidana dan
keluarga, menjadikan Idul Fitri
sebagai momen penuh makna
bagi semua pihak. (Gad/Hms)

empat orang, tiga memperoleh
remisi satu bulan, sementara satu
lainnya sudah bebas bersyarat
sebelum remisi disetujui,”
jelasnya. Purniawal menegaskan
bahwa seluruh warga binaan
yang diusulkan telah melalui
tahapan penilaian yang ketat,
termasuk Sistem Penilaian

Sumbawa Besar, GaungNUSRA
Menyambut Hari Raya Nyepi

Tahun Baru Saka 1948, tiga warga
binaan beragama Hindu di
Lembaga Pemasyarakatan Kelas
IIA Sumbawa Besar, menerima
remisi masing-masing satu bulan,
Kamis (19/3). Pemberian remisi ini,
merupakan bentuk kepedulian
negara, sekaligus pengakuan atas
perubahan perilaku yang telah
ditunjukkan selama menjalani
masa pembinaan.

Kepala Lapas Kelas IIA
Sumbawa Besar, Purniawal,
menjelaskan bahwa remisi pada
hari besar keagamaan bukan
sekadar pengurangan masa
pidana, melainkan bagian dari hak
warga binaan yang dijamin
Undang-Undang Nomor 22
Tahun 2022 tentang
Pemasyarakatan. “Kami
mengusulkan empat warga
binaan untuk mendapatkan remisi
khusus Hari Raya Nyepi. Dari

Pembinaan Narapidana (SPPN)
dan hasil Sidang Tim Pengamat
Pemasyarakatan (TPP). “Proses
pengusulan dilakukan secara
berjenjang dan berbasis sistem,
sehingga akuntabel dan sesuai
ketentuan yang berlaku,”
ujarnya.

Menurut Purniawal, Hari Raya

Nyepi memiliki makna reflektif
yang sejalan dengan tujuan
pembinaan di lapas. “Nyepi
bukan hanya perayaan
keagamaan, tetapi juga momen-
tum untuk hening, introspeksi,
dan memperbaiki diri. Nilai-nilai
ini selaras dengan proses
pembinaan yang dijalani warga
binaan,” tambahnya.

Pemberian remisi ini sekaligus
menegaskan komitmen Lapas
Kelas IIA Sumbawa Besar dalam
menjamin hak warga binaan
sambil mendorong perubahan
perilaku positif dan reintegrasi
sosial setelah kembali ke
masyarakat. “Melalui remisi, kami
berharap warga binaan semakin
termotivasi untuk memperbaiki
diri, mengikuti program
pembinaan, dan menyiapkan diri
untuk kembali ke masyarakat
dengan bekal perubahan yang
nyata,” pungkas Purniawal. (Gad/
Hms)
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Sumbawa Besar, GaungNUSRA
Keluarga besar Pondok

Pesantren Nurul Hakim Kediri
Lombok Barat, menggelar
silaturahmi dan pengajian umum
di Masjid Darussalam Kebayan
Kelurahan Brang Biji, Rabu (25/
3). Kegiatan tersebut
berlangsung khidmat dan
dihadiri ratusan jamaah dari
kalangan santri, wali santri,
alumni, serta masyarakat.

Sejak pagi hari, jamaah telah
memadati masjid, menunjukkan
tingginya antusiasme dan
kuatnya ikatan emosional antara
pesantren dengan masyarakat
Sumbawa. Pondok Pesantren
Nurul Hakim sendiri saat ini
menaungi sekitar 5.000 santri dan
santriwati, dengan sekitar 4.500
di antaranya menetap di
lingkungan pondok, serta
didukung oleh sekitar 500 tenaga
pengajar.

Ketua Ikatan Alumni Pondok
Pesantren Nurul Hakim
(IKAPPNH) wilayah Sumbawa
dan Sumbawa Barat, Syatria
Kurniansyah MPd, dalam
sambutannya menekankan
pentingnya sinergi antara
pesantren, alumni, dan wali santri
dalam mendukung keberlanjutan
pendidikan.

Menurutnya, alumni Nurul
Hakim telah berkiprah di berbagai
sektor strategis, mulai dari
Kementerian Agama, Kantor
Urusan Agama, Badan Amil Zakat
Nasional, instansi pemerintahan,

Ponpes Nurul Halim Silaturahmi Akbar di Sumbawa

dunia pendidikan, hingga TNI-
Polri dan tenaga kesehatan.

“Alumni memiliki peran
penting dalam mendorong
kemajuan pesantren. Kolaborasi
harus terus diperkuat untuk
menghadapi berbagai tantangan
ke depan,” ujarnya.

Pembina IKAPPNH Sumbawa
dan Sumbawa Barat, H Faisal
SAg MMInov, yang juga
menjabat Kepala Kantor
Kementerian Agama Kabupaten
Sumbawa, menyampaikan hal
senada. Ia menegaskan bahwa
semakin besar sebuah pesantren,
semakin besar pula tanggung
jawab bersama dalam menjaga

kualitas pendidikan.
Puncak kegiatan diisi dengan

pengajian umum yang
disampaikan oleh Pembina
Pondok Pesantren Nurul Hakim,
TGH Lalu Ahmad Zainuri. Dalam
tausiyahnya, ia menekankan
pentingnya silaturahmi sebagai
bagian dari ibadah yang
membawa keberkahan,
mempererat hubungan sosial,
serta membuka peluang
kehidupan yang lebih baik.

Selain itu, Ustaz Firdaus
Nuzula MPd, memaparkan profil
dan program pendidikan Yayasan
Nurul Hakim yang mencakup
berbagai jenjang, mulai dari taman

kanak-kanak hingga perguruan
tinggi. Sistem pendidikan
terintegrasi tersebut, dirancang
untuk mencetak generasi yang
unggul dalam ilmu agama
sekaligus kompeten secara
akademik dan profesional.

Pesantren juga terus
mengembangkan fasilitas serta
menjalin kerja sama dengan
berbagai institusi, termasuk
perguruan tinggi internasional,
guna membuka peluang
pendidikan lanjutan dan akses
beasiswa bagi santri.

Kegiatan ini turut diisi dengan
diskusi interaktif bersama wali
santri. Dalam sesi tersebut, para
orang tua menyampaikan
apresiasi atas pembinaan
pendidikan dan karakter yang
diberikan, sekaligus memberikan
masukan terkait peningkatan
fasilitas dan komunikasi antara
pesantren dan wali santri.

Salah satu alumni, Dr
Supriyadi SHI MHI, yang juga
Dekan Fakultas Hukum Univer-
sitas Teknologi Sumbawa, menilai
kegiatan silaturahmi tersebut
penting untuk memperkuat
hubungan antara alumni dan
pesantren.

Melalui kegiatan ini,
diharapkan sinergi antara
pesantren, alumni, dan wali
santri semakin solid dalam
mendukung pengembangan
Pondok Pesantren Nurul
Hakim di masa mendatang.
(Gac)

Sumbawa Besar, GaungNUSRA
Prestasi membanggakan

kembali dicetak oleh dua
santriwati Pesantren Modern
Internasional (PMI) Dea Malela
Sumbawa, Rizkia Hadianty dan
Tiara Nuzula Ramadhani terpilih
sebagai pemakalah dalam ajang
bergengsi The 5th Faculty of
Education Annual Conference
2026 yang digelar oleh Universi-
tas Islam Internasional Indone-
sia (UIII) pada 1–2 April 2026.

Konferensi internasional
tersebut mengusung tema
“Transforming Education for Fu-
ture Generations: Advancing Glo-
bal Justice and Innovation”,
menghadirkan akademisi dan
praktisi pendidikan dari berbagai
negara. Kedua santriwati PMI
Dea Malela akan memaparkan
hasil penelitian mereka yang
fokus pada isu kritis pendidikan
dan kesehatan mental remaja.

Rizkia Hadianty akan
mempresentasikan makalah
berjudul “The Impact of Deep
Learning Approach on Student
Anxiety in Mathematics Learning
at Dea Malela Junior High
School”, sementara Tiara Nuzula
Ramadhani menampilkan
“Analysis of the Impact of Ver-
bal Bullying on Anxiety Disor-
ders in Adolescents in
Lenangguar Village”. Kedua topik

ini menyoroti tantangan nyata
dalam dunia pendidikan dan
perkembangan psikologis remaja
di lingkungan lokal maupun glo-
bal.

Sekretaris PMI Dea Malela,
Amiruddin SPd MSi,
menyampaikan bahwa
pencapaian ini mempertegas
posisi SMA Dea Malela sebagai
Center of Educational Excellence,
yang tidak hanya menekankan
pendidikan agama, tetapi juga
kemampuan riset dan kompetensi
akademik internasional.

“Keikutsertaan mereka di
konferensi internasional ini
diharapkan dapat
memberikan kontribusi
pemikiran baru bagi
transformasi pendidikan yang
lebih inklusif, inovatif, dan
relevan dengan tantangan glo-
bal,” ujar Amiruddin.

Prestasi ini menjadi
kebanggaan tidak hanya bagi
PMI Dea Malela, tetapi juga bagi
masyarakat Sumbawa secara luas.
Keberhasilan Rizkia dan Tiara
menunjukkan bahwa santri mod-
ern mampu bersaing di level
internasional sekaligus menjadi
inspirasi bagi generasi muda
untuk mengembangkan
kemampuan akademik dan
kepedulian sosial secara
seimbang. (Gad)
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kejahatan, antara lain empat ekor
ayam betina, satu unit laptop,
serta satu unit sepeda motor yang
digunakan sebagai sarana
operasional.

Berdasarkan hasil
pemeriksaan awal, kedua pelaku
diduga merupakan bagian dari
jaringan pencurian lintas
kecamatan. Mereka diketahui
kerap beraksi di wilayah
Kecamatan Moyo Hilir dan

Sumbawa Besar, GaungNUSRA
Kepolisian Sektor Moyo Hilir

berhasil mengungkap sindikat
pencurian lintas kecamatan yang
selama ini meresahkan
masyarakat. Dua terduga pelaku
berinisial MW (26) dan YA (23)
ditangkap di Dusun Senampar
Desa Sebewe Kecamatan Moyo
Utara, Selasa (24/3) siang.

Kapolres Sumbawa melalui
Kapolsek Moyo Hilir, Iptu Husni,
Rabu (25/3), membenarkan
penangkapan tersebut. Ia
menjelaskan, pengungkapan
kasus bermula dari laporan warga
terkait hilangnya ternak dan
sejumlah barang elektronik di
wilayah Kecamatan Moyo Hilir.

Menindaklanjuti laporan itu,
tim Unit Reskrim Polsek Moyo
Hilir segera melakukan
penyelidikan hingga akhirnya
memperoleh informasi mengenai
keberadaan pelaku. Keduanya
kemudian diamankan di kediaman
salah satu pelaku, tanpa
perlawanan.

Proses penangkapan sempat
menyita perhatian warga
setempat yang berdatangan ke
lokasi. Untuk mengantisipasi
potensi tindakan main hakim
sendiri, petugas langsung
mengevakuasi kedua terduga
pelaku ke Mapolsek Moyo Hilir.

Dari tangan pelaku, polisi
mengamankan sejumlah barang
bukti yang diduga hasil

Kecamatan Unter Iwes. Salah
satu aksinya yakni pencurian satu
unit laptop dan dua tabung gas
di sebuah rumah kos di Desa
Nijang.

Dalam menjalankan aksinya,
terang Husni, pelaku
memanfaatkan kondisi rumah
atau bangunan yang ditinggal
penghuninya. Setelah
memastikan situasi aman, pelaku
kemudian masuk dan mengambil

barang-barang berharga.
Saat ini, kedua terduga pelaku

beserta barang bukti telah
diamankan untuk menjalani
proses penyidikan lebih lanjut.
Kepolisian juga masih melakukan
pengembangan untuk
mengungkap kemungkinan
adanya lokasi kejadian lain serta
keterlibatan pelaku tambahan
dalam jaringan tersebut. (Gar/
Hms)

Kasus Lahan MXGP Samota Masuk Penuntutan
Mataram, GaungNUSRA

Kejaksaan Tinggi NTB,
meningkatkan status
penanganan kasus dugaan
korupsi pengadaan lahan seluas
70 hektare untuk pembangunan
sirkuit MXGP di kawasan Samota
Sumbawa, ke tahap penuntutan.

Juru Bicara Kejati NTB, Harun
Al Rasyid, Rabu (25/3),
menjelaskan peningkatan status
tersebut dilakukan setelah jaksa
penuntut umum (JPU) secara
resmi menerima penyerahan
tersangka dan barang bukti dari
penyidik atau yang dikenal
dengan tahap dua.

“Pelaksanaan tahap dua telah
berlangsung hari ini di Kejaksaan
Negeri Sumbawa, setelah
sebelumnya jaksa peneliti
menyatakan berkas perkara
lengkap atau P-21,” ujarnya.

Ia mengatakan, proses tahap
dua tersebut dipimpin langsung
oleh JPU dari Kejaksaan Negeri
Sumbawa dengan
mempertimbangkan lokasi
perkara. Meski demikian,
persidangan nantinya akan
digelar di Pengadilan Tindak
Pidana Korupsi pada Pengadilan

Negeri Mataram.
“Untuk sidang tetap

dilaksanakan di Pengadilan
Tipikor Mataram,” katanya.

Terkait penahanan tersangka,
pihak kejaksaan melanjutkan
penitipan di Lembaga
Pemasyarakatan Kelas II A
Lombok Barat. Langkah ini
diambil guna memudahkan
proses menghadirkan para
tersangka dalam persidangan di
Kota Mataram.

Dalam perkara ini, terdapat tiga
tersangka yang telah diserahkan
pada tahap dua. Mereka adalah
mantan Kepala Badan Pertanahan
Nasional (BPN) Sumbawa,
Subhan, serta dua orang dari tim
penilai harga lahan atau appraisal,
yakni Muhammad Julkarnaen dan
Pung’s Saifullah Zulkarnain yang
berasal dari Kantor Jasa Penilai
Publik (KJPP) swasta.

Ketiga tersangka dijerat
dengan ketentuan dalam Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana
(KUHP) terbaru, yakni Pasal 603
dan/atau Pasal 604 juncto Pasal
20 huruf a atau c Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2023 tentang
KUHP.

Dalam proses penyidikan,
kejaksaan menemukan adanya
kerugian keuangan negara
berdasarkan hasil audit Badan
Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan (BPKP)
Perwakilan NTB sebesar Rp6,7
miliar. Nilai tersebut berasal dari
selisih kelebihan harga dalam
pengadaan lahan pada periode
2022–2023.

Audit mengungkap adanya
kenaikan nilai pengadaan dari
semula Rp44,8 miliar menjadi
Rp52 miliar. Selisih tersebut
kemudian dinyatakan sebagai
kerugian negara.

Pihak penjual lahan, yang
menerima pembayaran dari
Pemerintah Kabupaten Sumbawa,
yakni mantan Bupati Lombok
Timur, Ali Bin Dachlan alias Ali
BD, telah mengembalikan
seluruh kerugian negara tersebut
sebesar Rp6,7 miliar kepada jaksa
pada tahap penyidikan. (Ant)
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Pejabat Mataram Wajib Bersepeda ke Kantor

Mataram, GaungNUSRA
Pemerintah Kota Mataram,

menyiapkan kebijakan baru yang
mewajibkan pejabat struktural
menggunakan sepeda, sebagai
sarana transportasi menuju
kantor. Langkah ini ditempuh
sebagai upaya efisiensi bahan
bakar minyak (BBM) kendaraan
dinas, sekaligus menjaga
kesehatan aparatur sipil negara
(ASN).

Sekretaris Daerah Kota
Mataram, Lalu Alwan Basri, Rabu
(25/3), mengatakan kebijakan

tersebut merupakan arahan
langsung Wali Kota Mataram
sebagai respons terhadap
rencana penerapan kebijakan
work from home (WFH) oleh
pemerintah pusat.

“Jika pemerintah menerapkan
WFH, Pemerintah Kota Mataram
tidak akan mengikuti skema
tersebut. Sebagai gantinya, kami
akan mewajibkan pejabat
struktural mulai dari eselon II, III,
hingga IV untuk menggunakan
sepeda ke kantor,” ujarnya.

Ia menjelaskan, kebijakan
tersebut memiliki dua tujuan
utama, yakni efisiensi anggaran
dan peningkatan kesehatan ASN.
Dari sisi anggaran, pemerintah
kota telah memangkas belanja
BBM hingga 50 persen pada
tahun anggaran 2026
dibandingkan tahun sebelumnya.
Penggunaan sepeda diharapkan
mampu menekan pemakaian
kendaraan dinas secara
signifikan.

Selain itu, bersepeda dinilai
dapat memberikan manfaat
kesehatan bagi para pejabat.
Aktivitas fisik tersebut
diharapkan mampu meningkatkan
kebugaran dan produktivitas
ASN dalam menjalankan tugas
pemerintahan.

Pemerintah Kota Mataram,
lanjut dia, meminta para pejabat
untuk menggunakan sepeda dari
rumah menuju kantor sebagai
bagian dari implementasi
kebijakan tersebut. Aturan ini
akan mulai diterapkan setelah
pemerintah pusat menetapkan
kebijakan WFH secara resmi.

Meski demikian, pemerintah
tetap memberikan fleksibilitas
dalam kondisi tertentu. Untuk
kegiatan di luar kantor, seperti
rapat ke DPRD, pejabat
diperbolehkan menggunakan
kendaraan dinas dengan sistem
titik kumpul di sekretariat guna
menjaga efisiensi penggunaan
kendaraan.

Mataram, GaungNUSRA
Pemerintah Provinsi NTB,

menegaskan komitmennya dalam
menangani dampak kebakaran
yang melanda Desa Kalimango
Kecamatan Alas. Penyaluran
bantuan serta upaya pemulihan
bagi warga terdampak terus
dilakukan secara bertahap dan
terkoordinasi.

Kepala Dinas Komunikasi,
Informatika, dan Statistik
(Kominfotik) NTB, Ahsanul
Khalik, Rabu (25/3), mengatakan
Gubernur NTB Lalu Muhamad
Iqbal telah menginstruksikan
seluruh perangkat daerah terkait
untuk bergerak cepat sejak hari
pertama kejadian.

“Sejak awal, BPBD dan Dinas
Sosial langsung turun ke lokasi
dengan membawa bantuan.
Penanganan bencana ini menjadi
prioritas pemerintah,” ujarnya.

Bantuan yang disalurkan
pemerintah provinsi mencakup
kebutuhan dasar warga
terdampak. Berdasarkan data
Dinas Sosial Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan
Anak (P3A) NTB, bantuan

tersebut meliputi makanan siap
saji, paket makanan anak, tenda
gulung, perlengkapan keluarga,
kasur, selimut, serta pakaian
untuk dewasa dan anak-anak,
dengan total nilai mencapai lebih
dari Rp143 juta.

Selain itu, pemerintah juga
mendistribusikan tambahan
bantuan berupa satu ton beras
guna memenuhi kebutuhan
pangan warga. Penyaluran
bantuan turut melibatkan
Kementerian Sosial melalui
koordinasi dengan Dinas Sosial
P3A NTB dan Dinas Sosial
Kabupaten Sumbawa.

Bantuan tersebut
diperuntukkan bagi 35 kepala
keluarga yang terdampak
kebakaran. Paket bantuan
mencakup beras premium lima ki-
logram per paket, minyak goreng,
mi instan, biskuit, sarden, kecap,
saus, serta berbagai kebutuhan
pokok lainnya. Tidak hanya itu,
pemerintah juga menyalurkan
perlengkapan sekolah bagi anak-
anak, seperti seragam, tas,
sepatu, buku tulis, dan alat tulis.

Di tengah proses penyaluran
bantuan, sempat beredar
informasi terkait bantuan tunai
sebesar Rp550 ribu per kepala
keluarga yang dikaitkan dengan
pemerintah provinsi.
Menanggapi hal tersebut,
Ahsanul menegaskan bahwa
bantuan tunai tersebut
merupakan inisiatif swadaya dari
aparatur sipil negara (ASN) dan
tenaga pendidik di Pulau
Sumbawa.

“Bantuan itu merupakan
bentuk solidaritas teman-teman
ASN dan tenaga pendidik yang
secara sukarela menggalang dana
untuk membantu warga

terdampak,” katanya.
Ia menambahkan, semangat

gotong royong tersebut patut
diapresiasi, namun perlu dipahami
bahwa bantuan resmi pemerintah
memiliki mekanisme tersendiri
dan disalurkan secara terukur
sesuai kebutuhan masyarakat.

Lebih lanjut, Ahsanul
menegaskan pemerintah provinsi
akan terus memastikan
penanganan pascabencana
berjalan optimal, termasuk dalam
proses pemulihan kehidupan
warga.

“Pemerintah hadir untuk
memastikan kebutuhan dasar
masyarakat terpenuhi dan proses
pemulihan berjalan dengan baik,”
ujarnya.

Kebakaran yang terjadi pada
Minggu (22/3) dini hari tersebut
menghanguskan sedikitnya 31
rumah warga dan berdampak
pada 35 kepala keluarga. Hingga
saat ini, para korban masih
membutuhkan dukungan
berkelanjutan, terutama untuk
pemulihan tempat tinggal dan
keberlangsungan kehidupan
sehari-hari. (Ant)

Terkait jarak tempuh dari
rumah ke kantor, pemerintah
daerah akan melakukan kajian
lebih lanjut agar kebijakan
tersebut tetap realistis dan dapat
diterapkan secara efektif oleh
seluruh pejabat. Selain itu,
pemerintah juga tengah mengkaji
kemungkinan penerapan sanksi
bagi pejabat yang tidak mematuhi
aturan tersebut.

Lalu Alwan menambahkan,
kebijakan ini tidak hanya
berdampak pada penghematan
anggaran, tetapi juga diharapkan
dapat membantu mengurangi
kemacetan di Kota Mataram.
Berkurangnya jumlah kendaraan
dinas di jalan diyakini akan
memperlancar mobilitas
masyarakat secara umum.

“Kebijakan ini akan segera
diterapkan dalam waktu dekat,
seiring finalisasi aturan teknis
serta koordinasi dengan
pemerintah pusat terkait pola
kerja WFH,” katanya. (Ant)
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Sumbawa Barat, GaungNUSRA
Dinas Kesehatan Kabupaten

Sumbawa Barat, memperkuat
sistem kewaspadaan dini untuk
mengantisipasi potensi lonjakan
penyakit pasca libur Lebaran.
Langkah ini dilakukan melalui
pemantauan intensif, berbasis
laporan surveilans dari seluruh
puskesmas di wilayah setempat.

Kepala Dinas Kesehatan
Sumbawa Barat, dr Carlof, Rabu
(25/3), menjelaskan bahwa sistem
kewaspadaan dini tersebut
dijalankan melalui dua skema
pelaporan. Yakni laporan rutin
mingguan dan laporan harian
untuk kasus-kasus yang
menunjukkan peningkatan
signifikan.

“Tenaga surveilans di setiap
puskesmas secara rutin
menyampaikan data penyakit.
Laporan mingguan dilakukan
secara berkala, sementara laporan
harian disampaikan apabila
terdapat kasus yang menonjol,”
ujarnya.

Melalui sistem tersebut, Dinas
Kesehatan dapat memantau
perkembangan penyakit di tengah
masyarakat secara cepat dan
akurat. Sehingga langkah
penanganan dapat segera
dilakukan bila terjadi peningkatan
kasus.

Selain memperkuat
pemantauan, Dinas Kesehatan

juga memastikan seluruh fasilitas
layanan kesehatan tetap
beroperasi optimal pasca libur
Lebaran. Pelayanan di
puskesmas, instalasi gawat
darurat rumah sakit, hingga Tim
Reaksi Cepat (TRC) ambulans
tetap disiagakan selama 24 jam.

Menurutnya, ketersediaan
layanan kesehatan menjadi hal

penting untuk menjamin
kebutuhan masyarakat,
khususnya dalam kondisi
darurat. Petugas TRC bahkan
tetap bertugas tanpa libur selama
periode Lebaran guna
memastikan respons cepat
terhadap setiap laporan
masyarakat. “Masyarakat tidak
perlu khawatir. Fasilitas
kesehatan tetap siap, dan tim
TRC dapat dihubungi sewaktu-
waktu sesuai wilayah masing-
masing,” katanya.

Di sisi lain, masyarakat juga
diimbau untuk menjaga kondisi
kesehatan setelah menjalani
aktivitas mudik dan perayaan
Lebaran.

Pola makan sehat dan
seimbang dinilai penting untuk
menjaga daya tahan tubuh.

Dinas Kesehatan juga
mengingatkan masyarakat agar
tidak ragu memanfaatkan fasilitas
layanan kesehatan yang tersedia
apabila mengalami gangguan
kesehatan. (Gbw)

Kejari KSB Gandeng BPKP Usut Korupsi Alsintan
Sumbawa Barat, GaungNusra

Kejaksaan Negeri Sumbawa
Barat, menggandeng Badan
Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan (BPKP) untuk
menelusuri potensi kerugian
keuangan negara dalam kasus
dugaan korupsi pengadaan alat
dan mesin pertanian (alsintan).

Kepala Seksi Pidana Khusus
Kejari Sumbawa Barat, Achmad
Afriansyah, Rabu (25/3),
mengatakan pihaknya tengah
mengagendakan ekspose
bersama auditor BPKP guna
menentukan metode
penghitungan kerugian negara
yang paling tepat.

“Ekspose ini penting untuk
menyamakan persepsi dengan
auditor, apakah menggunakan
metode unit loss atau total loss.
Itu yang akan dibahas,” ujarnya.

Ia menjelaskan, pelaksanaan
ekspose direncanakan
berlangsung dalam waktu dekat
setelah libur Idul Fitri 1447 Hijriah,
bertempat di Kantor BPKP
Perwakilan NTB di Mataram.

Meski demikian, Achmad
mengakui pihak kejaksaan belum
menyerahkan data kepada BPKP.
Menurut dia, auditor baru
meminta pemaparan awal sebelum
menentukan kelayakan
perhitungan kerugian negara.

“Jika sudah disepakati dan
dinyatakan bisa dihitung, barulah
kami akan menyerahkan berita
acara pemeriksaan (BAP) dan
dokumen yang telah disita dari
para saksi,” katanya.

Dalam proses penyidikan
yang masih berjalan, kejaksaan
belum menetapkan tersangka. Hal

itu karena penyidik masih
membutuhkan kelengkapan alat
bukti, termasuk hasil audit
kerugian negara dan keterangan
ahli.

“Kerugian negara belum ada,
ahli juga belum. Jadi masih
berproses,” ujarnya.

Sejauh ini, Kejari Sumbawa
Barat telah memeriksa sekitar 60
saksi yang berasal dari berbagai
pihak, termasuk anggota DPRD
Sumbawa Barat yang diduga
terlibat dalam penyaluran
anggaran dari dana pokok pikiran
(pokir).

Selain itu, penyidik juga telah
mengumpulkan keterangan dari
pihak Dinas Pertanian Sumbawa
Barat serta kelompok tani sebagai
penerima bantuan alsintan.

Penanganan perkara ini
dilakukan melalui penerbitan tiga
Surat Perintah Penyidikan
(Sprindik) yang mencakup tahun
anggaran 2023 hingga 2025.
Peningkatan status ke tahap
penyidikan dilakukan
berdasarkan bukti permulaan
yang dinilai cukup oleh penyidik.

Dalam upaya mengamankan
barang bukti, kejaksaan telah
menyita tujuh unit mesin dari to-
tal 21 unit alsintan yang
diadakan. Penyitaan tersebut
dilakukan untuk mencegah
potensi penghilangan barang
bukti.

Kepala Kejari Sumbawa Barat,
Agung Pamungkas, sebelumnya
menyatakan bahwa langkah
penyitaan merupakan bagian dari
strategi penyidikan terhadap
proyek pengadaan alsintan yang
bersumber dari dana pokir DPRD

dengan nilai total mencapai
Rp11,25 miliar.

Dugaan penyimpangan dalam
kasus ini mencakup
penyalahgunaan kewenangan
dalam berbagai tahapan, mulai
dari proses pengadaan, distribusi,
hingga pemanfaatan alat oleh
penerima.

Dari total pengadaan, tercatat

dua unit mesin dibeli pada tahun
anggaran 2023, enam unit pada
2024, dan 13 unit pada 2025.
Kejaksaan memastikan
penyidikan akan terus
dikembangkan untuk
mengungkap secara menyeluruh
pihak-pihak yang bertanggung
jawab dalam perkara tersebut.
(Ant)
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K ontestasi Penilihan Umum
(Pemilu) yang diselenggarakan 2

(dua) tahun lalu pada tahun 2024
yang menghasilkan 8 (delapan)
partai yang melenggang di senayan
dari total 17 (tujuh belas) partai
politik nasional peserta pemilihan
umum 2024. Walaupun diikuti
belasan partai yang memiliki latar
belakang yang berbeda, namun
pilihan masyarakat atas peserta
pemilu semakin kian terbatas dari
tahun ke tahun.

Keterbatasan pilihan tersebut
bukanlah berasal dari jumla partai
yang mengikuti kontestasi, tapi pada
pilihan ideologis partai yang kian
menyempit dari tahun ke tahun.
Dewasa ini, pilihan ideologis yang
ditawarkan setiap pemilu hanya
pertarungan antara partai yang
berhaluan nasionalis seperti PDIP,
NASDEM, GERINDRA, PSI dan
sebagainya, serta partai yang
berhaluan agamis seperti PKB, PPP,
PKS, PAN dan PBB atau bahkan pada
akhir-akhir ini mengarah pada
fenomena catch all party atau
konsep sapu jagat yang mana setiap
partai akan berusaha meraih suara
sebanyak-banyaknya dengan
merangkul berbagai kalangan dari
ideologi yang berbeda.

Konsep catch all party tidaklah
selamanya buruk karena partai
sejatinya akan berusaha
mengakomdir berbagai problematika
dalam masyarakat. Namun, jika
melihat lebih jauh akan mengikis
ideologi dari masing-masing partai
politik karena tuntutan atas ambang
batas parelemen (parliamentary
treshold) untuk dapat melenggang
ke Senayan. Ideologi partai
memegang peranan penting
mengenai standing partai dalam
membahas isu dalam persidangan di
gedung parlemen maupun
pengawalan isu yang menjadi fokus
partai. Tanpa ideologi yang kuat,
maka standing partai politik akan
suatu isu akan tergolong rapuh dan
dalam pembahasan kebijakan hanya
akan mempertimbangkan pada
keuntungan semata.

PENYEDERHANAAN PINTU
MASUK KE SENAYAN

Kehadiran partai Buruh pada
pemilu 2024 seharusnya dapat
membawa angin segar atas polemik
permasalahan perburuhan yang ada
di Indonesia serta menambah wajah
baru dalam kepartaian yang ada
dengan cara pengawalan isu-isu
perburuhan melalui produk-produk
legislasi yang dihasilkan ataupun
mekanisme pengawasan oleh para
legislator. Namun, parliamentary
treshold yang terlampau tinggi pada
angka 4% tidak berhasil membawa
partai buruh untuk masuk ke
senayan yang hanya memperoleh
hanya 0,64% atau setara 972.910
suara. Selain partai buruh, 9 partai
lainnya pun gagal masuk ke senayan
yang menghasilkan 16.105.152 atau

Rindang Syafa’at SH.
Mahasiswa Magister Ilmu Hukum

Universitas Indonesia, Wakil Ketua
Ikatan Mahasiswa

Magister Ilmu Hukum (IMMH)
Universitas Indonesia 2025/2026.

sekitar 10,6% suara nasional gagal
di konversikan menjadi kursi di
parlemen.

Melihat fenomena tersebut, MK
(Mahkamah Konstitusi) melalui
putusan No.116/PUU?XXI/2023 yang
diajukan oleh Perkumpulan untuk
Pemilu dan Demokrasi (Perludem)
atas Uji materiil UU No.7 Tahun 2017
tentang Pemilu (UU Pemilu), MK
menyatakan bahwa ketentuan
norma pada pasal 414 ayat (1)
Undang-undang pemilu
konstitusional bersyarat sepanjang
telah dilakukan perubahan terhadap
norma ambang batas parlemen serta
besaran angka presentase ambang
batas parlemen pada persyaratan
yang telah ditentukan. Putusan ini
membuka peluang dalam hal
penurunan ambang batas parlemen
bagi partai partai peserta pemilu
untuk dapat lolos ke parlemen pun
juga mengurangi potensi suara
terbuang dalam kontestasi pemilu.

Kehadiran Parliamentary treshold
ditujukan untuk menyederhanakan
sistem kepartaian yang ada di
parlemen dan menjaga stabilitas
politik serta menghindari dealock
dalam pengambilan keputusan di
parlemen. Dibandingkan dengan
menetapkan ambang batas yang
terlalu tinggi terdapat cara lain
dalam penyederhanaan partai politik
di parlemen melalui pembentukan
ambang batas pada tingkat fraksi.
Titi Anggraini, Pengajar Bidang Studi
Hukum Tata Negara Fakultas Hukum
Universitas Indonesia dalam
tulisannya yang berjudul
“Menggagas Ambang Batas Fraksi”
menyatakan bahwa salah satu cara
dalam penyederhanaan partai dalam
parlemen yakni melalui Fractional
Treshold (ambang batas
pembentukan fraksi).

Ambang batas pembentukan fraksi
di parlemen secara tidak langsung
akan mendorong konsolidasi partai
politik dalam parlemen yang
berdasarkan kesamaan ideologi
maupun tujuan.

Secara Yuridis, pengaturan
ambang batas fraksi dapat
ditemukan dalam Undang-Undang
No.17 Tahun 2014 tentang MD3
pada pembentukan fraksi di tingkat
DPRD dimana syarat pembentukan
fraksi sejumlah jumlah fraksi yang
ada di DPRD, dan jika terdapat partai
yang tidak memenuhi pembentukan
fraksi maka, partai tersebut akan
bergabung dengan fraksi yang
lainnya. Secara pengalaman empiris
pemilu di tingkat nasional pada
pemilu 2004 sebagaimana Fraksi
Bintang Pelopor Demokrasi yang
terdiri dari Partai Bulan Bintang,
Partai Pelopor, Partai Persatuan

Demokrasi Kebangsaan, Partai
Penegak Demokrasi Indonesia, dan
Partai Nasional Indonesia
Marhaenisme.

KEMUDAHAN DALAM
PENDIRIAN PARTAI

Meninjau dari pengalaman
beberapa negara di dunia, dapat
ditemukan berbagai partai yang
memiliki fokus isu yang dikawal dalam
parlemen yang dapat menambah
wajah baru dalam sistem kepartaian
yang ada. Seperti contohnya Partai
yang membawa isu masyarakat adat
seperti Aborigin Party di Australia
dan Aloha Aina Party di Hawai, Partai
yang membawa isu lingkungan
seperti Eruropian Green Party (EGP)
di Uni Eropa atau United Tasmania
Group (UTG) di Australia.

Beragamnya isu yang diangkat
oleh setiap partai politik akan
memberikan perspektif yang lebih
luas dalam produk legislasi yang
dihasilkan oleh parlemen dari
berbagai sudut pandang partai yang
tergabung dalam parlemen.
Pembahasan produk legislasi yang
dihasilkan tidak lagi sebatas dalam
pandangan perspektif nasionalis
maupun agamis, namun juga melebar
dan memperkaya pandangan seperti
pandangan lingkungan, masyarakat
adat dan lain sebagainya. oleh
karenanya dalam kebebasan dalam
pembentukan partai menjadi salah
satu jalan dalam menumbuhkan
wajah baru kepartaian di Indone-
sia.

Namun, secara regulasi nasional
pembentukan partai politik baru
terhalang syarat yang syarat
memberatkan. Undang-Undang No.
2 Tahun 2011 tentang Perubahan
atas Undnag-Undang No.2 Tahun
2008 tentang Partai Politik
mensyaratkan dalam pembentukan
partai politik harus bersifat nasional
dan wajib memiliki kepengurusan
disetiap provinsi, dengan sekurang-
kurangnya memiliki kepengurusan
sekurang-kurangnya 75% dari jumlah
Kabupaten/kota pada provinsi

bersangkutan dan paling sedikit
50% kepengurusan dari jumlah
kecamatan pada kabupaten/kota
tersebut.

Dengan syarat tersebut, maka
isu-isu yang diangkat oleh setiap
partai politik hanya sebatas isu yang
dapat mencangkup skala nasional
dan tidak spesifik akan isu tertentu.
Sebagai contoh, partai yang
mememiliki gagasan kesejahteraan
kepada petani dan nelayan
tentunya tidak akan menarik pada
daerah industri maupun perkotaan.
Melalui penyederhanaan pendirian
partai politik maka isu-isu sektoral
yang populer di berbagai daerah
akan menjadi isu nasional dan
memberikan perspektif baru dalam
perumusan kebijakan di parlemen
serta menambah pilihan rakyat
dalam memilih legislatornya dalam
mengisi kursi legislatif. (##)
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Barang itu selanjutnya
dikonfirmasi kepada salah satu
warga berinisial E (35), yang
sebelumnya melaporkan
kehilangan. Setelah dipastikan
sebagai miliknya, warga bersama
korban melaporkan temuan
tersebut ke Polsek Sumbawa.

Menindaklanjuti laporan
tersebut, aparat kepolisian
segera melakukan penyelidikan
dan mengamankan Y. Dalam
pemeriksaan awal, Y mengaku
hanya diminta oleh KM untuk
menjual barang tersebut.

Berdasarkan keterangan itu,
polisi kemudian bergerak cepat
menjemput KM di kediamannya.
Tanpa perlawanan, KM berhasil
diamankan dan dibawa ke kantor
polisi untuk pemeriksaan lebih
lanjut.

Dari keterangan korban E,
terungkap bahwa pelaku
sebelumnya sempat datang ke
lapak miliknya di wilayah
Kelurahan Seketeng dan
menawarkan sejumlah tabung gas
untuk dijual. Tawaran tersebut

Warga Bukit Permai Bongkar... Dari Halaman 1Skincare Habis, IRT Nekat...         Dari Halaman 1

perhatian pedagang dan
pengunjung pasar. Pelaku sempat
berupaya melarikan diri dan
membuang tas korban, namun
berhasil dikejar dan dikepung
warga.

Situasi sempat memanas dan
pelaku nyaris menjadi sasaran
amukan massa. Beruntung,
personel Bhabinkamtibmas
Kelurahan Seketeng yang berada
di lokasi segera mengamankan
pelaku dan membawanya ke ruang
KUPT Pasar Seketeng untuk
menghindari tindakan main hakim
sendiri. Setelah dilakukan
pemeriksaan, korban memastikan
seluruh isi tas masih utuh dan
tidak ada barang yang hilang.
Meski demikian, kasus tersebut
tetap diproses lebih lanjut oleh
pihak kepolisian.

Setelah dilakukan pengecekan
kembali oleh korban, seluruh isi ditolak, namun karena keduanya

saling mengenal, pelaku sempat
diizinkan menginap selama dua
malam.

Pada malam ketiga, saat korban
tidak berada di lokasi, lapak
tersebut diduga dibobol. Korban
kemudian mendapati sejumlah
barang miliknya hilang,
diantaranya tabung gas ukuran 3
kilogram dan 12 kilogram, serta
peralatan lain seperti mixer dan
mikrofon.

Setelah pelaku diamankan,
korban melaporkan kejadian
tersebut ke Polres Sumbawa guna
proses hukum lebih lanjut.

Kapolres melalui Kasi Humas
Polres Sumbawa, Ipda
Mulyawansyah SH, saat
dikonfirmasi Rabu (25/3),
membenarkan penangkapan
tersebut. Ia menyatakan, saat ini
penyidik Satuan Reskrim Polres
Sumbawa masih melakukan
pengembangan, untuk
mengungkap kemungkinan
adanya korban lain dalam kasus
tersebut. (Gal)

tas dipastikan masih utuh dan
tidak ada barang yang hilang.
Meski demikian, pihak kepolisian
tetap melakukan pendataan dan
membawa pelaku ke Mapolres
Sumbawa, untuk menjalani proses
hukum lebih lanjut.

M u l y a w a n s y a h
mengungkapkan, berdasarkan
hasil pemeriksaan sementara, H
nekat melancarkan aksinya karena
terdesak kebutuhan. Kepada
penyidik, H mengaku skincare-
nya habis. Sementara uang yang
dimiliki tidak cukup untuk
membeli produk perawatan kulit
tersebut. Karenanya, ia nekat
untuk mencopet.

Menurut Mulyawansyah,
korban telah melaporkan kejadian
tersebut ke Polres Sumbawa. Saat
ini, H masih diamankan di Polres
Sumbawa untuk proses hukum
selanjutnya. (Gar)

Isu Penundaan Haji... dari Halaman 1

Menanggapi hal tersebut,
Kepala Kantor Kementerian
Haji dan Umrah (Kemenhaj)
Kabupaten Sumbawa, H Ardi
Zusami, menegaskan bahwa
hingga saat ini belum ada
keputusan resmi mengenai
penundaan ibadah haji.
Pemerintah, kata dia, tetap
berkomitmen memberikan
pelayanan terbaik bagi jemaah
dengan mengedepankan aspek
keselamatan.

“Pemerintah terus
memantau perkembangan
situasi dan berupaya
memberikan pelayanan opti-
mal dengan tetap
mengutamakan keselamatan
jemaah,” ujarnya saat
dikonfirmasi, Rabu (26/3).

Sebagai langkah antisipatif,
pemerintah melalui
kementerian terkait telah
menyiapkan tiga skenario
untuk menghadapi
kemungkinan terburuk.

Skenario pertama adalah
keberangkatan jemaah tetap
di laksanakan dengan
penerapan mitigasi ketat.
Termasuk penyesuaian rute
penerbangan, guna
menghindari wilayah konflik.

Dalam opsi ini, jalur
penerbangan dimungkinkan
dialihkan melalui kawasan
Afrika Timur. Namun,
konsekuensinya adalah
penambahan waktu tempuh
sekitar tiga hingga lima jam,
kemungkinan transit teknis,
serta peningkatan biaya
operasional.

Skenario kedua adalah
pemberangkatan secara
terbatas, dengan
mempertimbangkan kondisi
keamanan dan kesiapan teknis
di lapangan.

Opsi ini membuka
kemungkinan hanya sebagian
jemaah yang diberangkatkan
sesuai situasi yang

berkembang.
Adapun skenario ketiga

menjadi langkah terakhir
apabila kondisi keamanan
memburuk secara signifikan,
yakni pembatalan total
pelaksanaan haji. Dalam
kondisi tersebut, pemerintah
telah menyiapkan mitigasi
keuangan, baik berupa
pengembalian dana maupun
skema penyimpanan biaya
untuk keberangkatan pada
tahun berikutnya.

Ardi menambahkan,
keputusan final masih
menunggu perkembangan
situasi global serta kebijakan
resmi dari Pemerintah Arab
Saudi selaku penyelenggara
ibadah haji.

Di sisi lain, Pemerintah Arab
Saudi hingga kini masih
menunjukkan optimisme
terhadap penyelenggaraan
haji. Hal ini terlihat dari
kelancaran pelaksanaan
ibadah umrah selama
Ramadan hingga memasuki
bulan Syawal yang
berlangsung aman dan tertib.

Ia pun mengimbau
masyarakat, khususnya calon
jemaah haji, agar tetap tenang
dan tidak mudah terpengaruh
informasi yang belum
terverifikasi.

“Masyarakat diharapkan
menunggu informasi resmi dari
pemerintah dan tidak
terpancing isu yang belum jelas
kebenarannya,” katanya. (Gac)
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